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PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR <77 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2016

Menimbang : a.

Mengingat

=

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO,

bahwa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa dalam implementasinya masih
membutuhkan penyempurnaan sesuai dengan kondisi dan

perkembangan pengelolaan keuangan desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);



4.

10.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo
dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3147);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
158, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587},

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN} (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093},
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.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006
Nomor 4, Seri E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun

Menetapkan :

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal 1
Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun
2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9
(1) Pengelola keuangan dapat diberikan insentif setiap bulan
dari APBDesa yang besarannya ditetapkan oleh
Pemerintah Desa melalui Peraturan Kepala Desa.
(2) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 23 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 24 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 25, diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 25

evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes

dilakukan oleh Camat yang didampingi oleh dinas teknis

terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua

puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan

Desa tentang APBDesa.

Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam

batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan

Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi, Kepala  Desa  melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala

Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa

tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan

usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

Bupati setelah menerima usulan pembatalan dari Camat,

paling lambat 7 (tujuh) hari melakukan klarifikasi.

Bupati melakukan klarifikasi peraturan desa dengan

membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sejak diterima.

Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

bertugas melakukan klarifikasi terhadap Peraturan Desa

tentang APBDes dan membuat laporan yang menjadi
klarifikasi.

Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8)

dapat berupa :

a. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan
kepentingan umum, dan / atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

b. Hasil . klarifikasi yang bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau ketentuan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
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(10) Dalam hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan ketentuan
umum dan/atau ketentuan Kketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih  tinggi, Bupati
menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil
klarifikasi yang sesuai.

(11) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) bertentangan dengan Kkepentingan umum,
dan/atau ketentuan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan

Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 1I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati in1 dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Diundangkan di Limboto

pada tanggal ) Daauber Jol7
SEKRETARIS DA KABUPATEN GORONTALO,

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR .77

Salinan sesudi dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
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